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KAJIAN PEMEKARAN KECAMATAN BUNAKEN
KOTA MANADO

OLEH
Burhan Niode®

ABSTRAK

Penelitian ini beronjok dari pertanyaan
bagaimanokah prospek  pembentukon
kecamaton baru di Kecamatan Bunaken.
Adapun penelitian ini bertujuan untuk
menganalisis  potensi  wilayah  calon
kecamatan di Kecomatan B8unaken dan
mengonalisis  kemungkinan  pembentukan
kecamataon sesual dengan Indikator dalam PP
No. 18 Tahun 2008 Tentang Kecamatan.

Metode Penelitian yang digunakan
dalom penelition adalah metode penelitian
kualitatif dengan desain deskriptif anallsis,
Penelitian ini dilokukan dengan berlandaskan
pada indikator dan sub indikator sebagaimana
termuat dalam PP No. 19 Tohun 2008 Tentang
Kecamatan, yong meliputi syarat
administratif, syarot fisik kewilayahan, dan
syarat teknis. Informan penelitian ditentukan
dengan menggunakan teknik purpossive
sampling. Sedangkan teknik analisis data yang
digunakan adaloh analisa data kualitatif.

Hasil penelitian menunjukan bahwa:
(1) Kecamatan Bunaken dopat dimekarkan
menjadl menjadi dua kecomatan, yaitu
kecamatan yang kelurahannya di daratan dan
kecamoton yang kelurahannye odo di
kepulauan; (2) Untuk kecomatan yang ado di
daratan di usulkon menggunakan nama
Kecamatan Malas, dengan olasan bohwa
nama Molas adalah namo yang digunakan
sebelumnya untuk Kecomaton Bunaken
sehingga, sudoh dikenal. Untuk kecamaton
yang ada di kepulauan diusulkan untuk diberi
nama Kecamatan Bunaken, dengan alasan
bahwa nama Bunaken sudoh sengat dikenal
dan menjadi potensi andalan Pariwisate Koto
Manado, Sulawesi Utare bahkan
Internasional; (3) skor total calon Kecomatan
Molas berdasarkan data yang diperoleh

' Staf Pengajar Pada Jurusan Ilmu Pemerintaban
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adaloh sebesar 412. Bjla merujuk podo pada
syarat rekomendasi PP No. 19 tohun 2008
moka skor inl menunjukkan bohwa colon
Kecamatan Molas dapat direkomendasikan
untuk menjodi kecamtan baru. Dan skor total
caion Kecamatan Bunaoken berdasarkon dota
yang diperoleh adoloh sebesor 345. Bila
merujuk pada pada syarat rekomendasi PP
No. 19 tahun 2008 maka skor ini menunjukkan
bahwa calon Kecamaton Bunaken dopat
direkomendosikan menjadi kecamtan baru,

(Key word: pemekaran wiloyah, otonomi
daerah, dan pelayanan publik)

PENDAHULUAN
Latar Belakang

Paradigma baru mengenal pelayanan
publik pada dasarnya berasal dari tuntutan
masyarakat untuk mendapatkan pelayanan
yang berkualitas dari waktu ke waktu.
Tuntutan tersebut semakin berkembang
seiring dengan tumbuhnya kesadaran bahwa
warga negara memiliki hak untuk dilayani dan
kewajiban bagl pemerintah untuk dapat
memberikan  pelayanan, karena pada
hakekatnya pemerintahan memang memberi
pelayanan pada rakyatnya. Paradigma baru
mengenai  pelayanan  publik  tersebut
menuntut  perubahan dalam  orientasi
pelayanan, dari yang suka mengatur berubah
menjadi yang suka melayani.

Semenjak diberlakukannya uu
pemerintah daerah No. 22 Tahun 1999 yang
kemudian direvisi dengan UU No. 32 Tahun
2004, pemerintah daerah secara terus-
menerus meningkatkan pelayanan publik.
Seiring dengan hal itu tuntutan masyarakat
untuk  mendapatkan  pelayanan  yang
berkualitas terus meningkat dari waktu ke
waktu. Tututan tersebut semakin berkembang
seirama dengan tumbuhnya kesadaran bahwa
warga negara memiliki hak untuk dilayani dan
kewajiban pemerintah daerah untuk dapat
memberikan pelayanan, Tantangan yang
dihadapl dalam pelayanan publiik adalah
bukan hanya menciptakan sebuah pelayanan
yang efisien, namun juga bagaimana
pelayanan  juga dapat dilakukan tanpa
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membeda-bedakan status sosial masyarakat
yang dilayani.

Alasan tersebut di atas menjadi salah
satu latar belakang mengapa masyarakat
Kecamatan Bunaken menginginkan adanya
pemekaran kecamatan. Tuntutan akan
pemekaran kecamatan ini karena cakupan
wilayah kerja dari Kecamatan Bunaken yang
terlalu luas dan secara geografic dipisahkan

oleh lautan sehingga masyarakat merasa

terabaikan  ketika mereka  mengurus
keperluannya ke  kantor  kecamatan,
Terabalkan di sini misalnya ada sebagian
masyarakat yang sudah mengantri lama
menunggu, begitu sampal gilirannya pegawai
sudah istarahat atau sibuk mengerjakan
berkas-berkas lain sehingga kepentingan
masyarakat yang sudah mengantri tadi
terabaikan dan harus kembali datang esok
harinya. Selain itu, ada beberapa masyarakat
yang mengeluhkan terlalu jauhnya jarak
kelurahan mereka ke kantor kecamatan dan
hal itu terkadang membuat mereka malas
atau kurang bersemangat berurusan ke kantor
kecamatan karena belum tentu sampai di sana
urusan mereka dapat diselesaiakan saat itu
Juga.

Pelayanan publik menjadi semakin
penting karena senantiasa berhubungan
dengan khalayak masyarakat ramai yang
memiliki keaneka ragaman kepentingan dan
tujuan. Salah satu dari filosofi otonomi daerah
adalah semakin mendekatkan pelayanan yang
baik dan lebih efektif kepada masyarakat. Jika
tingkat kekecewaan masyarakat pengguna
jasa terhadap pelayanan yang diberikan oleh
birokrasi masih relatif tinggi, maka hal ini akan
menunjukkan bahwasanya kinerja pelayanan
aparat birokrasi belum sepenuhnya mampu
mewujudkan nilai-nilai akuntabilitas,
responsivitas, dan efisiensi pefayanan.

TINJAUAN PUSTAKA

Di bawah inl akan dikemukakan
beberapa teorl yang berkaitan dengan
permasalahan yang diangkat dalam penelitian
ini.

A. Rentang Kendali
Untuk memberikan kesamaan

pandangan tentang rentang kendall maks
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perlu dikemukakan beberapa definisi. Luthans
(1981:452) mendefinisikan rentan kendall
adalah “jumlah bawahan yang secara langsung
melzpoir kepada atasan”. Sedang Stoner
(1986a:347) mengemukn bahwa “rentang
manajemen dapat diartikan sebagal jumlah
bawahan yang melapor secara langsung
kepada manajemen tertentu. Dari kedua
pendapat tersebut dapat diartikan bahwa
rentang kendali atau rentang manajemen
adalah jumiah bawahan yang secara langsung
bertanggung jawab kepada seseorang tasan
tertentu.

Adapun faktor-faktor yang dapat
mempengaruhi rentang manajemen yaitu: (1)
kesamaan fungsi yang dsupervisi; (2) jarak
geografis dan fungsi yang disupervisi; (3)
kerumitan fungsi yang disupervisi; (4) arahan
dan  pengendalian  yang  diperlukan
masyarakat; (5) koordinasi yang diperlukan
supervisor; (6) perencanaan yang diperiukan
supervisor; dan (7) bantuan organisasi yang
diterima supervisor (Barkdull dalam Stoner,
1986a:355).

Dilihat dari hubungan antara Camat
dengan pemerintah di bawahnya
(desa/kelurahan) maka rentang kendali oleh
Camat menurut Simon dalam Priffner &
Sherwood (1961, 154 : 155) dipengaruhi oleh
berapa faktor, vyakni: (1) kepribadian
pemimpinnya; (2) jenis pekerjaan organisasi
bawahan; (3) keadaan geografis; (4) jarak
antara  kecamatan dengan  desa-desa
binaannya; (5) sarana dan prasarana
transportasi dan komunikasi.

B. Pengetian Pelayanan Umum
Keseluruhan aspek-aspek
pemerintahan negara yang meliputi aspek
kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumber
daya manusia senantiasa mengarah kepadam
upaya  peningkatan  efesiensi  dan
profesionalitsme fungsi pelayanan. Tugas
umum pemerintahan dan pembangunan
memiliki pangertian yang saling memperkuat
karena pelayanan kepada masyarakat da;am
arti yang seluas-luasnya merupakan hakekat
dari tugas umum pemerintahan itu sendiri,
Pengetian pelayanan umum adalah
sebagal berikut: “Pelayanan umum adalah
pemberian jasa balk oleh pemerintah, pihak
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ata ‘pemerintah maupun pihak
swasta kepada masyarakat, dengan atau
tanpa  pembayaran guna  memenuhi
kebutuhan atau kepentingan masyarakat”
(Sadu, 2001:51). Adapun kegiatan-kegiatan
pelayanan publik sebagaimana dikatakan oleh
londsdale & Enyedi (1991:3) sebagai
“something made ovoilable to the whole
people can not provide for them selves, ie.

Dengan

masyarakat, maka pelayanan yang didberikan
oleh pemerintah tidak hanya berfungsi
sebagal pemenuhan tuntutan dan kebutuhan
akan barang dan jasa publik yang diberikan
pemerintah dapat memberikan rasa puas atau
hanya memenuhi kewajiban pemerintah
semata, lebih darl itu, pemberian pelayanan
yang berkualitas dan dapat memuaskan
msyarakat, Oleh karenanya fungsi pelayanan
pemerintah  selalu  berkaitan  dengan
kepentingan umum dan bukan dikonsepsikan
untuk orang perorangan.

C. Pemekaran Kecamatan

Pasal ayat 6 Dalam UU Nomor 22
Tahun 1999 disebutkan bahwa pembentukan
kecamatan dilakukan dengan Peraturan
Daerah. Dalam Pasal 126 ayat (1) Undang-
undang Nomor 32 Tahun 2004 dikemukakan
bahwa “kecamatan dibentuk di wilayah
Kebupaten/Kota dengn Peraturan Daerah.
Pada pasal 4 ayat (4) undang-undang tersebut
dikemukan bahwa pemekaran suatu daerah
dapat dilakukan setelah mencapal batas
minimal usia penyelenggraan pemerintahan.
Penjelasan Pasal 4 ayat (4) menyebutkan
bahwa batas minimal usia penyelenggaraan
pemerintahan  suatu  kecamatan dapat
dimekarkan adalah S (lima) tahun.

Kecamatan dalam suatu
kabupaten/kota yang jumlahny cukup banyak
pad umumnya dikelola secara seragam, dalam
arti mempunyai besaran organisasi, anggaran,
personil, serta logistik yang serba seragam,
padahal beban pekerjaan dan tanggung jawab
untuk masing-masing jelas berbeda-beda.
Agar diperoleh gambaran yang realistis, logis,
dan rasional sehingga dapat diukur kinerjanya
secara objektif, diperfukan langka-langka
penyusunan tipologi kecamatan. Wasistiono

“
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(2000) mengatakan bahwa: “Sekurang-
kurangnya ada 7 (tujuh) variable yang dapat
digunakan  untuk  menentukan tipologi
kecamatan, yakni: (1) jumiah penduduk; (2)
luas wilayah; (3) jumlah kelurahan/desa di
wilayahnya; (4) srana transportasi dan
komunikasi; (S) kawasan potensial yang dapat
dikembangkan; (6) karateristik wilayah; dan
{7) pola pendelagasian kewenangan®,

Secara sederhana pembuatan tipologi
kecamatan dapat dirumuskan sebagai berikut:

TK=f (JP, LW, JK/D,
STK, KP, KW, PPK
Sumber: Wasistiono (2002}

Faktor pembentukan  kecamatan
berdasarkan PP No. 19 tahun 2008 terdiri dari:
(1) penduduk; (2) luyas daerah; (3) rentang
kendali; (4) aktivitas perekonomian; dan (5)
ketersediaan sarana dan prasarana. Adapun
indikator-indikator  untuk  faktor-faktor
tersebut adalah sebagal berikut: (1) jumlah
penduduk; (2) luas wilayah keseluruhan; (3)
luas wilayah efektif yang dapat dimanfaatkan;
(4) rata-rata jarak kelurahan ke pusat
pemerintahan kecmatan; (S) rata-rata waktu
perjalanan ke pusat pemerintahan kecamatan;
(6) jumlah bank; (7) lembaga keuangan non
bank; (8) kelompok pertokoan; (9) jumiah
pasar; (10) Rasio SO per penduduk usia SD;
(11) Rasio SLTP per penduduk Usla SLTP; (12)
Rasio SLTA per penduduk usia SLTA: {13) Rasio
Tenaga medis per penduduk; (14) Rasio
Fasilitas Kesehatan per penduduk; (15)
Presentase rumah tangga yang mempunyai
kendaraan bermotor atau perahu atau perahu
motor atau kapal motor; (16) Presentase
pelanggan listrik terhadap jumlah rumah
tangga; (17) Rasio panjang jalan terhadap
jumiah kendaraan bermotor; (18) Rasio sarana
peribadatan per penduduk; (19) Rasio fasilitas
lapangan olahrags per penduduk; dan (20)
Jumilah balai pertemuan,

Masing-masing faktor dan indikator
mempunyal bobot yang berbeda-beda sesuai
dengan perannya  dalam pembentukan
kecamatan. Nilai dari tiap indikator tersebut
dihitung dengan menggunakan sistem skoring,
yang terdini dari 2 (dua) metode, yakni
metode rata-rata (membandingkan

40
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besaran/nilal tiap calon kecamatan dan
kecamatan induk terhadap besaran/nilal rata-
rata keseluruhan kecamatan di
kabupaten/kota) dan  metode  kuota
(menggunakan angka tertentu sebagai kuota
penentuan scoring baik terhadap calon
kecamatan maupun kecamatan induk). Kuota

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan
adalah metode penelitian kualitatif dengan
desain deskriptif analisis. Pepelitian ini
dilakukan dengan juga berlandaskan pada
indikator dan sub indikator sebagaimana
termuat dalam PP No, 19 Tahun 2008 tentang
Kecamatan, yang meliputi syarat
administrative, syarat fisik kewilayahan dan
syarat teknis.”

Selanjutnya, nilai dari tiap indikator
tersebut dihitung dengan menggunakan
sistem skoring, yang terdiri dari 2 (dua)
metode sebagai berikut:

L Metode rata-rata
Metode rata-rata adaiah metode yang
membandingkan besaran/nilai tiap
calon kecamatan dan kecamatan
induk terhadap besaran/nllal rata-rata
keseluruhan kecamatan di
kabupaten/kota.

2. Metode kuota adalah metode yang
menggunakan angka tertentu sebagai
kuota penentuan scoring baik
terhadap calon kecamatan maupun
kecamatan induk. Kuota jumlah
Penduduk kecamatan untuk
pembentukan kecamatan di  kota
adalah 5 kali rata-rata jumlah
penduduk kelurahan seluruh
kecamatan di kota yang bersangkutan.
Nilal indikator adalah hasil perkalian

skor dan bobot masing-masing indikator.

Suatu calon kecamatan
direkomendasikan menjadi kecamatan baru
apabila calon kecamatan dan daerah induknya

? Lihat PP No. 19 tahun 2008.
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(setelah pemekaran) mempunyai total nilal
seluruh indikator dengan kategori sangat
mampu (420-500) atau mampu (340-419),
Usulan pembentukan. kecamatan baru ditolak
apabila calon kecamatan atau daerah
induknya (setelah pemekaran) mempunyai
total nilai seluruh indikator dengan kategori
kurang mampu, tidak mampu dan sangat tidak
mampu.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian yaitu Kecamatan
Bunaken, yang secara administratif terdiri dari
8 kelurhan (Bailang, Molas, Meras, Tongkeina,
Bunaken, Alungbanua, Manado Tua |, dan
Manado Tua Il).

C.  Fokus Penelitian

Fokus Penelitian inl adalah potensi
pembentukan kecamatan baru di Kecamatan
Bunaken.

D. Informan Penelitian

Informan penelitian ditentukan dengan
menggunakan teknik purpossive sompling.
Berdasarkan teknlk ini maka yang akan
dijadikan informan yaitu:

1.  Pejabat dari dinas/badan/lembaga yang
relevan dengan focus penelitian, yaitu:
Badan Pusat Statistik Kota Manado,
Bappeda Kota Manado, aparat
Kecamatan Bunaken.

Tokoh masyarakat

Wiraswasta

Aparat pemerintah

Kelompok profesi

nawe

E.  Teknik Pengumpulan Data

Teknik  pengumpulan data  yang
digunakan adalah: 1) wawancara, terhadap
para pejabat dari dinas/badan/lembaga yang
relevan serta masyarakat; 2) studi
kepustakaan; mempelsjari dan menelaah
serta menganalisas literatur baik berupa data
statistik, monografi, buku-buku, artikel,
maupun karya iimiah balk itu jurnal maupun
buletin  yang @ada kaitanya dengan
permasalahan yang akan dikaji; 3) kunjungan
lapangan untuk memperoleh data primer
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sekaligus cross check data sekunder dengan
kondisi factual.

F.  Teknik Analisis Data

Teknik analisa data yang digunakan
dalam penelitian inl adalah analisa data
kualitatif  yaitu menguraikan  serta
menginterpretasikan data yang diperoleh di
lapangan dari para informan, hasil
pengamatan serta data dokumentasi lainnya,
Analisis ini didasarkan pada kemampuan nalar
dalam menghubungkan fakta, data, dan
informasi, kemudian data vyang diperoleh
akan dianalisis sehingga diharapkan muncul
gambaran yang dapat mengungkapkan
Jawaban atas permasalahan penelitian,

ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN
Kecamatan Bunaken dibentuk

berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5

tanggal 27 September 2000 Tentang

Pemekaran Kecamatan. Hal ini menunjukkan

bahwa usia penyelenggaran Pemerintahan

Kecamatan Bunaken sudah 11 tahun.

Kecamatan Bunaken memiliki 8 Kelurahan

yang terdiri dari Kelurahan Bailang, Molas,

Meras, Tongkeina, Bunaken, Alungbanua,

Manado Tua | dan Manado Tua Il

Kondisi Kecamatan Bunaken sampai
saat ini dalam kondisi yang aman, kondusif,
dan terkendali, artinya sampai saat ini tidak
ada masalah yang signifikan mempengaruhi

keamanan dan ketertiban masyarakat di

wilayah  Kecamatan  Bunaken  dalam

melaksanakan tugas, kerja dan aktivitasnya
sehari-harl. Tetapl secara umum terdapat
berbagai permasalahan di  Kecamatan

Bunaken yang diperoleh melalui observasi

maupun  dokumentasi dari  Pemerintah

Kecamatan, yaitu antara lain, ;

L Infrastruktur sarana dan prasarana umum
seperti air bersih, listrik (PLN, diesel dan
tenaga surya), jalan, dermaga/jeti,
bangunan pemerintah (Kantor Lurah,
Puskesmas Pembantu dan Rumah Dinas
PNS di pulau) dan speed boat untuk
aparat pemerintah yang beraktlvitas di
pulau (Camat, Lurah dan Dokter) masih
kurang. Khususnya di daerah kepulauan,
lembaga pendidikan sangat terbatas
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dimana hanya terdapat satu SMK dan
tidak semua Kelurahan terdapat SMP.
Sumber daya Manusia baik masyarakat
maupun aparat pemerintah masih
terbatas, baik dari segl jumlah maupun
dari tingkat pendidikannya. Hal ini
mengakibatkan banyak jabatan perangkat
kelurahan yang lowong, terutama yang
berada di pulau. Kalaupun ada masih
banyak PNS vyang ditempatkan di
kepulauan tidak menetap di wilayah
kepulauan tetapi lebih banyak di darat di
mana pusat pemerintahan berada.

Jarak  tempuh  masyarakat  untuk
mendapatkan  pelayanan ke pusat
Kecamatan dari Kelurahan yang ada di
Pulau cukup jauh sehingga membutuhkan
waktu, blaya, dan tenaga yang lebih
besar. Sementara untuk masyarakat yang
ada di daratan yang membutuhkan
layanan dari pemerintah Kecamatan
terkadang harus menunggu perangkat
Kecamatan yang sementara bertugas di
pulau dan membutuhkan waktu yang
cukup lama sehingga pelayanan sering
tertunda sampai beberapa hari,
Pengelolaan persampahan di Pulau dan di
Kawasan Taman Laut Bunaken sampal
saat ini tidak ada instansi teknis yang
merencanakan program khusus
pengelolaan sampah,

Tidak adanya pusat bisnis / dermaga
umum / pengembangan perumahan di
Kecamatan bunaken, sehingga
mengakibatkan perputaran  ekonomi
bergerak perfahan. Luas lahan vyang
relative  terbesar kedua  setelah
Kecamatan Mapanget, belum
diberdayakan secara maksimal karena
masih banyak lahan tidur dan dibatasi
dengan tata ruang sebagai daerah
Konservasi/hutan lindung/hutan kota.
Aparat Pemerintah di wilayah kepulauan
dalam 1 minggu kadangkala hanya 3 hari
berada di kantor

Tenaga kesehatan masih kurang, yang
dikarenakan  jugs  petugas-petugas
kesehatan yang belum efektif melayani
masyarakat akibat petugas sering pulang
kampung halamannya, tidak menetap
dalam jangks waktu lama
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8. Tenaga keamanan (polisi} hanya 2 orang
yang tidak cukup untuk menjaga
keamanan wilayah Bunaken sebagai
pusat pariwisata, dimana sampai saat ini
polisi dibantu oleh tenaga keamanan dari
masyarakat yang tergabung dalam Forum
Kemitraan Polisi dan Masyarakat

9. Akses jalan di hampir semua kelurahan di

" wilayah Kepulauan masih kurang baik,
beberapa ruas jalan telah rusak.
Semacam di Pulau Bunaken, falannya
tidak aspal beton, tetapi hanya berbahan
semen dan pasir sehingga sekarang ini
sebagian jalan telah rusak.

10. Tenaga guru setiap hari pulang pulang ke
manado, ketika cuaca tidak baik otomatis
guru tidak datang dan aktivitasbelajar
mengajar kosong

11. Pemecah ombak tidak ada, sehingga
ketika cuaca tidak baik, otomatis
berdampak buruk bagi masyarakat.
Karena tidak ditangani, kondisi ini pernah
menyebabkan adanya korban jiwa.

12. Taman Nasional Bunaken tidak luput dari
berbagai ancaman-ancaman seperti
antara lain penangkapan ikan dengan
menggunakan bom, kegiatan
pengambilan karang, penebangan hutan
bakau, erosi dan sedimentasi dan
pencemaran dari sampah plastik.

13. Selanjutnya mengingat Taman Nasional
Bunaken telah menjadi tujuan wisata
utama di Propinsi Sulawesi Utara, maka
upaya pelestarian Taman Nasional
Bunaken sangatiah penting agar dapat
memberikan manfaat secara
berkelanjutan,

Salah satu solusi untuk mengatasi
berbagai permasalahan di  Kecamatan
Bunaken  berdasarkan  aspirasi  vang
berkembang dari  masyarakat maupun
keinginan pemerintah adalah dilakukannya
pengembangan dan penataan wilayah atau
pemekaran Kecamatan. Melalui data sekunder
yang Juga didapatkan, menunjukkan bahwa
persyaratan administratif pemekaran

kecamatan sesuai dengan aturan yang ada

telah dipenuhi.  Kedelapan Pemerintah
Kelurahan melalui surat Keputusan Lurah
dengan persetujuan bersama LPM Kelurahan
di Kecamatan Bunaken telah membuat
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persetujuan pembentukan kecamatan. Data
inl diperkuat dengan adanya berita acara
beserta daftar hadir rapat tentang pemekaran
kecamatan.

Hal ini segera direspons, karena
menurut  beberapa orang Lurah yang
diwawancarai mengatakan bahwa pemekaran
kecamatan sangat balk dalam rangka
meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat
di bidang pemerintahan, pembangunan dan
kemasyarakatan di tingkat Kecamatan dan
kelurahan, serta untuk mempermudah
aksesbilitas pembangunan.

Salah satu persyaratan administratif
pembentukan Kecamatan yang juga harus
dipenuhi adalah Rekomendasi Gubernur dan
hal Ini sesual dengan PP No 19 tahun 2008,
Sehubungan dengan persyaratan tersebut
maka pemerintah kota Manado dapat
menyampaikan permohonan kepada
Gubemnur Propinsi Sulawesi Utara.

Kecamatan Bunaken memiliki delapan
Kelurahan dengan kondisi 4 kelurahan berada
di daratan besar Sulawesi dan 4 Kelurahan
berada di pulau Bunaken, Siladen dan Manado
Tua, Kecamatan Bunaken sendiri terdirl atas
Kelurahan Bailang, Molas, Meras, Tongkeina,
Bunaken, Alungbanua, Manado Tua | dan
Manado Tua Il Hal ini sebenarnya
menunjukkan bahwa Kecamatan Bunaken
belum fayak untuk dimekarkan karena syarat
fisik kewilayahan menurut PP no 19 tahun
2008 tentang Kecamatan mengatur bahwa
cakupan wilayah kecamatan di daerah kota
paling sedikit terdiri dari lima Kelurahan.
Ketika dimekarkan, kecamatan lama maupun
kecamatan baru tidak dapat memenuhi
persyaratan tersebut karena apabila dibagi
berdasarkan daerah pulau, baik kecamatan
induk di wilayah darat maupun calon
kecamatan di wilayah pulau masing-masing
hanya terdiri dari empat Kelurahan.

Tetapi berdasarkan Pasal 8 ayat 1 PP
Nomor 19 tahun 2008, bahwa : “Pemerintah
kabupaten/koto dapat membentuk
kecamatan di wilayah yang mencakup satu
atau lebih pulou, yong persyaratannya
dikecuolikan dari persyoratan sebogaimona
dimoksud  dalom Posal 3  dengon
pertimbangan untuk efektifitas pelayanan dan
pemberdasyoan mosyarokat di pulou-pulau
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terpencil dan atou terluar®. Kecamatan
Bunaken terdiri dari wilayah yang mencakup
satu atau lebih pulau, maka persyaratan fisik
kewilayahan menyangkut paling sedikit S
Kelurahan dikecualikan dengan pertimbangan
untuk efektivitas pelayanan dan
pemberdayaan masyarakat di pulau-pulau
terpencil dan atau terluar, Berdasarkan aturan
tersebut maka Kecamatan Bunaken dapat
dimekarkan menjadi dua kecamatan dengan
memperhatikan berbagal persyaratan lainnya.

Batas Negara atau batas wilayah lebih
kecil seperti kecamatan, alangkah baiknya jika
pertama kall memperhatikan batas alam
seperti pegunungan, sungai, danau dan laut.
Hal lain yang juga dapat dijadikan patokan
adalah batas etnis / kultur seperti budaya,
bahasa, ras, atau suku. Kecamatan Bunaken
wilayahnya terbagi oleh lautan, sehingga
pembagian wilayah untuk pembentukan
Kecamatan baru dapat didasarkan pada hal
tersebut.

Hal ini didukung hasil wawancara
dengan beberapa tokoh masyarakat yang ada
di Kecamatan Bunaken, ditemukan keinginan
yang besar untuk memekarkan Kecamatan
Bunaken menjadi dua kecamatan, yang
terbagi atas kecamatan yang kelurahannya di
daratan dan kecamatan yang kelurahannya
ada di kepulauan, Hal ini juga sesuai dengan
persetujuan bersama semua Pemerintah
Kelurahan dengan LPM Kelurahan yang ada di
Kecamatan Bunaken, Berdasarkan hal
tersebut maka pembagian Kecamatan
Bunaken menjadi dua dapat di dilihat pada
tabel di bawah ini, :
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Berdasarkan wawancara dengan
tokoh masyarakat di Kecamatan Bunaken
maka di dapatkan beberapa usulan nama
Kecamatan setelah di mekarkan. Untuk
kecamatan yang ada di daratan besar Sulawesi
di usulkan menggunakan nama Kecamatan
Molas, dengan alasan bahwa nama Molas
adalah nama yang digunakan sebelumnya
untuk Kecamatan Bunaken sehingga sudah
dikenal,

Sementara itu untuk kecamatan yang
ada di kepulauan diusulkan untuk diberi nama
Kecamatan Bunaken, dengan alasan bahwa
nama Bunaken sudah sangat dikenal dan
menjadi potensi andalan Pariwisata Kota
Manado, Sulawesi Utara bahkan Internasional.

Sehubungan dengan  pembagian
tersebut maka selanjutnya vyang harus
ditentukan lokasi calon Ibukota masing-
masing kecamatan dengan memperhatikan
aspek tata ruang, ketersediaan fasilitas,
aksesibilitas, kondisi dan letak geografis,
kependudukan, sosial ekonomi, sosial politik,
dan sosial budava. Untuk Kecamatan Molas
dengan memperhatikan aspek-aspek ini maka
ibukota kecamatan diusulkan di Kelurahan
Molas. Selain mudah dijangkau dengan waktu
tempuh hanya +5 menit dari Kelurahan Meras
dan Bailang dan 15 menit dari Kelurahan
Tongkaina, juga Kelurahan Molas memiliki
kesediaan fasilitas yang memadal,

Sarana dan prasarana pemerintahan
di Kelurahan Molas sebagai calon ibukota
kecamatan yang mellputi bangunan dan lahan
untuk kantor camat cukup memadai untuk
dapat digunakan dalam rangka memberikan

Pembagian Kelurahan di Kecamatan pelayanan pada masyarakat. Kantor Lurah
Bunaken Molas saat ini dapat dijadikan sebagai kantor
Kecamatan yang Kecamatan yang kecamatan baru.

Kelurahannya Kelurahannya Untuk Kecamatan Bunaken dengan
di Daratam di Kepulauan memperhatikan beberapa aspek-aspek di atas
maka lbukota kecamatan diusulkan di
Kelurahan Bﬂlm Kelurahan Kelurahan Bunaken. mﬂ perﬂmb:man
Bunakan Kelurahan Bunaken sebagai calon Ibukota
Kelurahan Molas Kelurahan kecamatan adalah karena Kecamatan Bunaken
Alungbanua dl harapkan dapat menjadi ikon dari

Kelurahan Meras Kelurahan Manado Kecamatan Bunaken yang baru dimekarkan,
Tual Sarana dan prasarana pemerintahan
Kelurahan Kelurahan Manado di Kecamatan Bunaken yang baru akan
Tongkaina Tuali dibentuk sangat terbatas sehingga bangunan
dan fahan untuk dijadikan kantor camat dalam
a4
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rangka memberikan pelayanan  pada
masyarakat perlu untuk di perbaikl. Kedua
calon kecamatan baru tersebut harus dapat
memenuhi persyaratan teknis sebagaimana
yang diatur daiam PP No. 19 tahun 2008
tentang Kecamatan yaitu lampiran penifaian
syarat teknis.

Dari data yang diperoleh bila merujuk
pada pada syarat rekomendasi atau penolakan
menurut PP No. 19 tahun 2008 maka calon
Kecamatan Molas dapat direkomendasikan
untuk menjadi Kecamatan baru.

KESIMPULAN

1. Kecamatan Bunaken dapat
dimekarkan menjadi dua kecamatan,
yaitu kecamatan yang kelurahannya di
daratan (Kelurahan Bailang, Kelurahan
Molas, Kelurahan Meras, dan
Kelurahan Tongkainan) dan
kecamatan yang kelurahannya ada di
kepulauan

2, Bila merujuk pada pada syarat
rekomendasi PP No. 19 tahun 2008
maka calon Kecamatan Molas dapat
direkomendasikan  untuk  menjadi
kecamtan baru.begitu juga calon
kecamatan Bunaken.
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Sumbert-sumber lain:

1. UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang
Pemerintahan Daerah

2. Nomor 32 Tahun 2004 Tentang
Pemerintah Daerah;

3. PP No. 29 Tahun 2008 Tentang
Kecamatan;
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